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SAMPAH SEBAGAI PERMASALAHAN LINGKUNGAN

Isu dan tantangan ke depan yang dihadapi didominasi oleh permasalahan lingkungan (Global Risk Perception
Survey 2023). Terdapat krisis yang mengancam masa depan bumi dan manusia disebut Triple Planetary Crisis,
yang mengacu pada tiga masalah utama yang saling terkait yang dihadapi umat manusia saat ini:

Perubahan Iklim

‘ Penumpukan dan pembuangan sampah menghasilkan CH,;, CO,.
dan gas rumah kaca lainnya serta polutan di udara yang

berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sebagai contoh sampah di

landfill dan pembakaran sampah.

N

&l

Climate
Change

Polusi Dan Kerusakan Lingkungan
02 . Pembakaran sampah secara terbuka melepaskan Polutan Organik

Persisten yang Tidak Disengaja, "bahan kimia selamanya" yang
dapat terbawa jarak jauh di udara, bertahan di lingkungan,
biomagnifikasi dan bioakumulasi dalam ekosistem, dan memiliki
efek negatif yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan
lingkungan (Konvensi Stockholm 2019; (WHO 2020; UNEP n.d.a).
« Sampah yang di darat dapat mencemari perairan dan pencemaran
jangka panjang pada sumber air tawar oleh patogen, logam berat,
bahan kimia yang mengganggu endokrin, dan senyawa berbahaya

lainnya

Hilangnya Keanekaragaman Hayati
Pencemaran jangka panjang pada ekosistem darat dan akuatik oleh
limbah telah diakui sebagai salah satu penyebab utama hilangnya

keanekaragaman hayati dan menempatkan integritas seluruh
ekosistem dalam bahaya (Tovar-Sanchez dkk. 2018; UNEP 2021a). A

Biodiversity
Loss

Pollution
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PROFIL KOMPOSISI SAMPAH INDONESIA TAHUN 2023

KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN JENIS SAMPAH KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN SUMBER SAMPAH

Lain: 2.86%
Kawasan: 8.14%

Lainnya: 7.09%

Kaca: 2.47%
Karet/Kulit: 2.55%

@ Rumah Tangga
. Perkantoran

Kain: 2.93% Fasilitas Publik: 5.23% Perniagaan
Pasar
Logam: 3.25% O
{ | Fasilitas Publik
Sisa Makanan: 39.69% @ Kawasan
Pasar: 12.16% & Lain

@ Sisa Makanan

() Kayu/Ranting
Kertas/Karton

@ Plastik

0 Logam

@ Kain

) Karet/Kulit

@ Kaca Perniagaan: 14.72%

) Lainnya 5

Rumah Tangga: 50.88%
Plastik: 19.18%

Kertas/Karton: 10.81%

L -
Kayu/Ranting: 12.03% Perkantoran: 6.01% J

« Sepertiga dari semua makanan yang diproduksi di seluruh dunia terbuang-dalam perjalanannya melalui rantai pasokan atau di
rumah—cukup untuk memberi makan 1,26 miliar orang per tahun (Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa
[FAO] 2019; UNEP 2021c).

« Sampah sisa makanan yang bersumber dari rumah tangga mendominasi jenis sampah yang dihasilkan secara nasional sebesar
sekitar 11 juta ton.

« Kajian di tahun 2016 memperlihatkan sekitar 50% sampah plastik masuk di TPA.

« Plastik menjadi polutan baru (UNEA 5.2)



% KONDISI FOOD WASTE DI INDONESIA ‘

Food Loss Food Waste

Pascapanen dan Pemrosesan dan Distribusi dan
Penyimpanan Pengemasan Pemasaran

Kehilangan karena kerusakan Kehilangan karena tumpahan Kehilangan karena tumpahan dan I Kehilangan dan sampah yang Kehilangan dan sampah yang

mekanis dan/atau tumpahan dan degradasi selama degradasi selama pemrosesan industri terjadi dalam sistem pasar, terjadi selama konsumsi di

selama operasi panen (misal penanganan, penyimpanan atau domestik serta bisa terjadi jika I misalnya pasar grosir, tingkat rumah tangga atau bisnis
perontokan atau pemetikan buah) dan transportasi antara bahan pangan disortir tidak sesuai supermarket, pengecer dan konsumen termasuk restoran
tanaman/bahan pangan lain yang pertanian dan distribusi. selama proses pencucian, pengupasan,l pasar tradisional. dan katering.

disortir pasca panen, dll. pengirisan, perebusan atau selama
gangguan proses dan tumpahan yang __ ~___ __________ ___~__~— ~— — /- - - -
tidak sengaja.

« Persentase timbulan food waste selama 20 tahun terakhir cenderung naik, dari 39% pada tahun 2000 ke 55% di
tahun 2019, dengan rata-rata sebesar 44%.

 Titik kehilangan kritis pada Food Loss & Waste (FLW) paling besar terjadi yaitu pada tahap konsumsi dengan
timbulan food waste sebesar 5-19 juta ton/tahun.

 Penyumbang emisi GRK terbesar pada rantai pasok adalah tahap konsumsi. Dampak dari 1 ton timbulan food

waste lebih besar sekitar 4,3 kali lipat dari emisi 1 ton timbulan food loss.

Sumber : Kajian FLW-Bappenas 2021

ZERO WASTE
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Internationally Legally Binding Instrument & @

To End Plastic Pollution

UNITED
NATIONS E P
UNEP/EA 5/Res.14

Distr.: General
7 March 2022

Original: English

United Nations

Environment Assembly of the
United Nations Environment
Programme

United Nations Environment Assembly of the
United Nations Environment Programme
Fifth session

Nairobi (hybrid), 22 and 23 February 2021

and 28 February-2 March 2022

Resolution adopted by the United Nations Environment
Assembly on 2 March 2022

S5/14.  End plastic pollution: towards an international legally binding instrument

The United Nations Environment Assembly,

Pertemuan UNEA 5.2 yang dilaksanakan di Nairobi pada 28 Februari sd 2
Maret 2022 yang juga diikuti olen DELRI, telah menghasilkan satu resolusi
penting terkait to end plastic pollution yang mengamanatkan pembuatan
international legally binding instrument.

Resolusi dimaksud bernama End plastic pollution: Towards an international
legally binding instrument dengan nomor dokumen UNEP/EA.5/Res. 14
(adopted on March 7, 2022)

Berikut adalah beberapa isu penting dari resolusi tersebut:

a. Secara resmi sampah plastik dinyatakan sebagai polutan baru yang
dapat mencemari lingkungan darat, perairan darat, dan lautan

b. Polusi akibat sampah plastik (plastic pollution) sudah mencapai
tingkat yang tinggi dan meningkat secara cepat pada ekosistem
daratan dan lautan sehingga mengancam lingkungan hidup,
kehidupan sosial, dan pembangunan ekonomi.

c. Plastic pollution secara natural dapat bersifat transboundary, terutama
marine plastic, sehingga butuh kerja sama antarnegara dengan
pendekatan full lifecycle plastic mulai dari desain, produksi, distribusi,
konsumsi, paska konsumsi, dan guna ulang serta daur ulang paska
konsumsi.

d. Pentingnya penerapan circular economy dalam mengakhiri polusi
plastik melalui sustainable design of product and material, reuse,
remanufacture atau recycle untuk menjaga produk atau material dapat
dimanfaatkan terus-menerus (circular) selama mungkin agar
menghemat sumber daya dan mencegah atau mengurangi timbulan
sampah

e. Menggarisbawahi perlunya aksi internasional bersama untuk
mengatasi plastik pollution, maka diperlukan international legally
binding instrument on plastic pollution.



POTENSI SAMPAH PLASTIK DAN KERTAS

Pemanfaatan potensi sampah plastik dan kertas dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku
iIndustri daur ulang

Kebutuhan bahan baku
Penggunaan sampah industri daur ulang
plastik dan kertas plastik dan kertas tinggi Impor bahan baku

dalam negeri untuk mencapai plastik dan kertas
industri daur ulang 7,6 juta ton/tahun untuk industri daur
masih rendah: 46% (Darus & Tamimi, M, ulang tinggi 3,43 juta
(Database BS KLHK, P|2019’C‘V” OveF:VieW |9f ton/ tahun
BPS, INAPLAS, ITC. astic Waste Recyciing (Kemenperin RI, 2019)

= In Urban Area dan
Analisis 0|e;1 SWI, 2020 Statistik Industri Kertas

Indonesia, 2020)

Timbulan sampah

plastik dan kertas
dalam negeri tinggi
12,87 juta ton/tahun
(SIPSN KLHK, 2022)
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LANDASAN HUKUM

PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

UU No. 18/2008

Tentang Pengelolaan
Sampah

PP No. 81/2012

tentang Pengelolaan
Sampah RT dan
Sampah SSRT

Undang - Undang
Peraturan Pemerintah

UU No. 23/2014

Pemerintahan
Daerah

PP No. 27/2020

tentang Pengelolaan
Sampah Spesifik

Peraturan Presiden

Perpres No. 97/2017

tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional
Pengelolaan Sampah
RT dan Sampah SRT

Perpres No. 35/2018

tentang Percepatan
Pembangunan Instalasi
Pengolah Sampah
Menjadi Energi Listrik
Berbasis Teknologi
Ramah Lingkungan

Perpres No. 83/2018

tentang Penanganan
Sampah Laut

Peraturan Menteri

#~ ZERO WASTE
|

\Y, (@ zEROEMISSION
W2 \C INDONESIA

H>

PermenPUPR No. 03/2013 tentang Penyelenggaraan
Sarpras Persampahan dalam Penanganan Sampah RT dan
Sampah SRT

PermenLHK No. 10/2018 tentang Pedoman Penyusunan
Jakstrada

PermenLHK No. 75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan
Sampah oleh Produsen

PermenLHK No. 76/2019 tentang Adipura

PermenLHK No. 26/2020 tentang Penanganan FABA Hasil
Pengelolaan Sampah Secara Termal

PermenKEU No 26/2021 tentang Dukungan APBN untuk
Pengelolaan Sampah di Daerah

PermenDAGRI No. 7/2021 tentang Retribusi Penanganan
Sampah

PermenLHK No. 14/2021 tentang Pengelolaan Sampah di
Bank Sampah

PermenPUPR No. 18/2021 tentang Standar Bongkaran
Bangunan

PermenLHK No. 6/2022 tentang Sistem Informasi
Pengelolaan Sampah Nasional

PermenLHK No. 1/2024 tentang Pengelolaan Sampah yang
Timbul Akibat Bencana

PermenLHK No. 9/2024 tentang Pengelolaan Sampah yang
Mengandung B3 dan Limbah B3
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PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI % e
MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045

20 Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changer)

I. TRANSFORMASI SOSIAL

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra V. KETAHANAN S0SIAL BUDAYA DAN
sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan EKOLOGI
pendidikan menengah) 18. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
2. E?E,Ln&kgtall: pla_:tlslfam penll:hdlkan }ln%gl ddan IulLl;sad_ @ , Game Changers 19. Reformasi pengelolaan sampak‘
pendidik;r: ualltas termasuk pemantaatan dana abadi (Upaya terintegrasi dari hulu ke hilir |
3. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga Transformatif 20. KEtaha"?_” energy dan air serta
pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis : Super Prioritas) AT A kemandirian pangan dengan pendekatan
dan tenaga kesehatan | - ] - terpadu FEW Nexus (Food, Energy,
4. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan Water)

stunting, serta eliminasi penyakit menular dan
penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan
kusta)

5. Penuntasan kemiskinan dengan satu system regsosek
dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi

Il. TRANSFORMASI EKONOMI

IV. SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN

KEPEMIMPINAN INDONESIA

14. Transformasi system penuntutan menuju
single prosecution system dan
transformasi lembaga kejaksaan sebagai

lIl. TRANSFORMASI TATA advocaat general

YIS

6. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh KELOLA 15. Transformasi  industry  pertahanan
industry 12, Pembentukan  lembaga menuju kemandirian melalui skema
7. Industrialisasi: hilirisasi industry berbasis SDA unggulan, industry padat .tunggal pengelola inovatif untuk adD:pS.I tEknﬂlﬂg'. dan
karya teampil, padat karya teknologi dan inovasi serta berorientasi ekspor regulasi, transformasi pe?guata.n value chain mdusg? nasfnallp
8. Percepatan transisi energy berkeadilan menuju pemanfaatan energy baru manajemen ASN 16. Retormasi peren:i:anaan an dlsll?a '
dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi (terutama system perencanaan an pengen a_'ar.'
serta transportasi hikau penggajian tunggal dan pembangunan . berbf;?msl rdesﬂ:l_::]:,
. enerapan  aturan isca adaptif;
9. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta pensiun), serta P Pe ) P,
digital pemberantasan korupsi reformasi APBN; serta transformasi
'glta . ) kelembagaan perencanaan dan fiscal

10. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi 13. Penguatan  integritas : -

partai politik 17. Reformasi subsidi terutama energy

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 11
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HIRARKI PENGELOLAAN SAMPAHR DI INDONESIA

Determinan sistem pengelolaan
sampah

* Redesign kemasan oleh
produsen

e Retail tidak menyediakan
kantong plastik sekali pakai

 Belanja tanpa kemasan
e Cegah sampah

Prevention
Minimisation ‘

Determinan sistem pengelo '
— L A|_I_ — -
Recycling

1 . .
I Determinan sistem

— pengelolaan sampah
KONDISI SAAT INI { TRANSISI g IDEAL
e PRINSIP GAYA HIDUP MINIM SAMPAH

* BERPARTISIPAS| DALAM MENGHINDARI PENGGUNAAN BARANG YANG BERPOTENSI MENJADI SAMPAH
(PEMBATASAN SAMPAH)

* PENINGKATAN KEGIATAN 3R DARI RUMAH TANGGA/SUMBER SAMPAH

* MENYEBARLUASKAN INFORMASI DAN EDUKASI TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH YANG BAIK

Gaya hidup guna ulang (contoh
penggunaan gallon)

. Daur ulang sampah

anorganik
- Pengomposan
. BSF

B Waste to electricity

. Biogas
. RDF/SRF

- Sanitary/Controlled Landfill




MENUJU W, QR
ZERO WASTE ZERO EMISSION 2050

B Pemanfaatan/Pengolaha
n Lainnya tanpa emisi
lain-lain
—mB open burning
®m PLTSa/RDF/SRF
B Pakan Magot
H 3R Kertas
B Pengomposan
IIII I IIII I ® Sampah di landfill
S = N 0N T 1N O N0 OO O 4 NN T 1N O N - N M JF N O N0 OO O 4 N T N O N0 OO
Y o o v e e v = AN AN AN AN AN NN NN
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Shifting operasional pengelolaan seluruh TPA di | Memperkuat kegiatan pemilahan sampah di sumber dan
Indonesia untuk menerapkan operasional secara | memanfaatkan sampah sebagai bahan baku daur ulang
sanitary/controlled Ilandfill dengan dilengkapi fasilitas | sebagai implementasi pendekatan ekonomi sirkular
penangkapan/pemulihan gas metana Tidak ada pembangunan TPA baru dimulai pada tahun 2030
Optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah waste-to-| dengan optimalisasi TPA eksisting melalui landfill mining.

energy, RDF, SRF biodigester dan fasilitas sampah [ pengyatan regulasi terkait pembakaran ilegal/terbuka mulai
lainnya sehingga TPA hanya untuk pengelolaan tahun 2031
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PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN

TRANSISI DARI LINEAR ECONOMY MENUJU CIRCULAR
ECONOMY

Linear economy

Throw away

Menjadikan sampah sebagai material berdaya guna, meminimalkan timbulan
sampah ke TPA melalui daur ulang yang optimal, simbiosis industri perkotaan
untuk menciptakan ekosistem yang stabil, dan langkah-langkah manajemen
siklus hidup lainnya pada sirkulasi sumber daya dan energi

Make Consume
Circular economy
AND PRODUCTION

Reduce A 4 m

Dalam Pencapaian Tujuan SDGs

i

13 henon

1 LIFE
BELOW WATER

P

Mengambil Tindakan

Konservasi Dan

Membuat Kota Dan Pemanfaatan

Memastikan Pola

Permukiman Inklusif,

Konsumsi Dan Produksi

Berkelanjutan Sumber

» Segera Untuk
e & Aman, Andal, Dan Yang Berkelanjutan Memerangi Perubahan | | Daya Laut Dan Laut Untuk
K < Berkelanjutan Goals (12.3), (12.5) Iklim Dan Dampaknya Tujuan Pembangunan
Goals (11.6) Goals (13.2), (13.3) Berkelanjutan. Goals

(14.1)
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KEBIJAKAN EXTENDED PRODUSER RESPONSIBILITY hd

PERATURAN MENTERI NO. 75 TAHUN 2019

 Melalui Pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) maka
Produsen Wajib untuk:
1. Melakukan re-design wadah/kemasannya agar mudah

Manufaktur Ritel Jasa Mgkanan Dan dlkumpylkan, bernilai ekonomis dan dapat di daur ulang
Minuman menjadi bahan baku kemasan yang sama
* Makanan & 2. Menarik dan mengumpulkan kembali sampah
Minuman .
Jenis * Consumers Goods * Toko Modern . Ez:éoran kemas?nnya IR0 S CH R 0 S .
Produsen (Kebutuhan * Pusat Perbelanjaan 3. Menarik dan mengumpulkan kembali sampah
_ : * Hotel . .
sehari-hari) * Pasar Rakyat kemasannya untuk di manfaatkan kembali dengan

* Jasa Catering

* Kosmetik & fungsi yang sama.
Personal Care

— Pada akhir tahun 2029 beberapa jenis plastik sekali pakai
akan di phase — out (sedotan plastik, wadah makanan

Jenis Sampah Produk/ : . . . . . .
Wadah/ Kemazan > [ Plastik ]{ Alumunium J[ Kertas I Kaca ] plastik foam, kantong plastik sekali pakai; dan, plastik
foam). Hal ini sebagai upaya mengatasi sampah dari
. Jasa Makanan Dan it di i ilai
e T Ritel Mmoo wadah/kemasan yang sulit dikumpulkan, tidak bernilai
‘nu ekonomis dan sulit didaur ulang, serta menghindari potensi
c Botol PE c
Pengurangan . Botel PET - Elles et selal paE Taa cemaran dari wadah/kemasan berbahan PVC dan PS.
Sampah »  Produk, kemasan dan/atau wadah « Kantong plastik PS, PP dan PE seperti
Produk/ . ?Eﬁ?szrpﬁiﬁknpi\iaset) sekali pakai Zedota_n P'asti';» f_'at km?kan — Melalui peraturan ini, Produsen wajib Menyusun Dokumen
. an minum sekall pakal .
I:“e’;‘ig/n Sedotan Plastik pada kemasan berbahan plastik dan kantong plastik Perencanaan Pengurangan Sampah Kemasannya, dimana
minuman berbahan plastik PP i . . . .
B e S PE +  Alat makan dan minum implementasinya dilakukan secara bertahap, diharapkan

Kemasan kaca sekali pakai bahan kertas

pada tahun 2029 produsen dapat mengurangi sampah
wadah/kemasannya sebesar 30% sehingga hal ini dapar
mendorong tumbuhnya bisnis berkelanjutan dan iklim
ekonomi sirkular di Indonesia.

Kemasan kertas/karton

16



EKOSISTEM SIRKULAR EKONOMI
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Industri Pengemasan

Extrusion)

Mitra Produsen dalam pembuatan produk/
kemasan baru dengan bahan daur ulang
(Pelletizing, Blowing, Molding Injection

Industri Daur Ulang

* Mitra Pendauran Ulang Kembali Sampah
Kemasan
(Penggiling/Pemroses/Pelletizing

* Produsen memasok bahan baku daur

ulang

Pengumpul/Agregator

* Mitra Pengumpulan dan Penarikan Kembali Sampah
Produk/Kemasan (BSI, TPS3R, PDU, Social
Entrepreuneur, Jasa Pengelolaan Sampah yang
berizin dan Sektor Informal

+ Produsen sebagai offtaker sampah produk/kemasan
sampah yang sudah terkumpul

Pengumpul/Agregator

Industri Daur Ulang

Konsumen/Masyarakat
» Gaya Hidup Minim Sampah

Tangga
* Pilah Sampah dari Rumah

* Belanja Tanpa Kemasan/lIsi Ulang Produk Rumah

* Mengumpukan Sampah Kemasan milik Produsen

Manufaktur

PN ZERO WASTE
@ ZERO EMISSION
M INDONESIA
fa

3\ Produsen

Produsen sebagai Pengguna kemasan hasil daur ulang
Eliminasi/Phasing Out Single Use Plastic

Re-design Produk/Kemasan

Penjualan Tanpa Kemasan

Penjualan dengan cara isi ulang/guna ulang

SHOPPING MALL

RESTAURANT

Jasa Makanan Minuman

/

Distributor/Ritel

Distributor/Ritel/Jasa Makanan Minuman

» Kolaborasi Take Back Produk Retur

* Kolaborasi Take Back Sampah Kemasan

* Kolaborasi Penjualan Tanpa Kemasan

* Penjualan Tanpa Kemasan/isi ulang/guna ulang

* Menerapkan Reverse Logistic untuk proses Take
Back

1 22— .28~

Konsumen/Masyarakat
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PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK
PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 2020

3 Dasar pembentukan PP 27/2020: Pasal 23 ayat (2) UU 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”

&’ Sampah spesifik: Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus

i

]m Lingkup sampah spesifik dalam PP 27/2020:

N B e B 1

B lale b

Sampah yang Sampah yang Sampah yang timbul Puing bongkaran Sampah yang secara teknologi Sampah yang timbul
mengandung B3 mengandung Limbah B3 akibat bencana bangunan belum dapat diolah secara tidak periodik

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik terdiri dari kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi:

PENGURANGAN PENANGANAN

Pembatasan timbulan, pendauran ulang serta Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah
pemanfaatan kembali sampah spesifik

& &

Sumber: Pasal 1, 2 dan 4 Peraturan Pemerintah No 27/2020

*) Pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan jenis sampah spesifik.
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POTENSI SIRKULAR EKONOMI : SAMPAH ELEKTRONIK

SAMPAH ELEKTRONIK : Barang elektronik dan/atau listrik dari rumah TV, baterai kering, baterai basah, sistem video/DVD/stereo, antena, peralatan
tangga yang tidak lagi digunakan karena sifat, konsentrasi dan/atau komunikasi, PC, laptop, faks, printer, kipas angin, lampu, AC, mixer, microwave,
volumenya memerlukan pengelolaan khusus (PP No. 27/2022) mesin cuci, setrika, mainan, panel surya

DAMPAK

EKONOMI

Sampah elektronik Kandungan zat berbahaya di dalamnya
memiliki nilai ekonomis dan pengolahan limbah elektronik
karena mengandung secara manual dapat mencemari udara,
logam berharga air dan tanah serta berdampak pada

DAMPAK LINGKUNGAN . DAMPAK SOSIAL

Banyak pekerja informal di negara
berkembang bergantung pada
kehidupan mereka sebagai pemulung,
pengumpul atau pendaur ulang dari
limbah elektronik

kesehatan.
T Potensi Nilai Ekonomi Sampah
-Copper 1099 % Elektronlk dl |nd0neS|a*)
80- cod
800 - Eg;ygf*um ") (Mairizal, Sembada, Tse (Journal Elsevier, 2021))
00 600 -
[1] Ardi, Romadhani. (2016a). Waste Electrical and

Electronic Equipment (WEEE) Managment systems
in the developed and the developing economies: A
comparative structural study [University of
Duisburg-Essen]. https://duepublico.uni-
duisburgessen.de/servlets/DerivateServlet/Derivat
e-42445/Ardi_Diss.pdf
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Implementasi Ekonomi Sirkular pada Tingkat Daerah %\,'@

Tujuan: Meningkatkan integrasi signifikan terkait kebijakan ekonomi sirkular di tingkat daerah, terutama pemerintah daerah memiliki
kewenangan khusus dalam pengelolaan industri dan bisnis di wilayahnya.

Tantangan Implementasi Ekonomi Sirkular di Tingkat Daerah Rencana Aksi Implementasi Tingkat Daerah

4 . _ _ N
@9 Paradigma  pjperlukannya strategi yang
mempertimbangkan perubahan paradigma
9) L imbangk bah di

®© OB“d"’.‘ya . dan budaya organisasi di pemerintah daerah
rganisasl

Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Pengembangan tata kelola tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota melalui RPJMD, skema tata kelola, dan
pendanaan tingkat daerah

A\

©—® Keterbatasan Adanya keterbatasan SDM, keuangan, dan
i Q ® Sumber Daya teknis, serta kapasitas pengelolaan limbah
@, dan Kapasitas ~ 9an SDA dalam mengimplementasikan
program ekonomi sirkular.

Implementasi pilot project di tingkat daerah

Pengembangan regulasi daerah pendukung ekonomi

Perlunya  Adanya kompleksitas kebijakan dan :
Konsistensi  koordinasi yang menghambat investasi dari sirkular
=@ Kebijakan luar negeri.

Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat

Penggunaan sarana dan prasarana, infrastruktur yang
ramah lingkungan, serta mendorong kegiatan paket
wisata yang berkelanjutan (Regenerative Tourism)

Pendidikan  pemahaman masyarakat terkait praktik

% Kesadaran dan  Partisipasi aktif masyarakat, kesadaran dan
Masyarakat  ekonomi sirkular masih rendah.

D A 2 4
A\ VN -\

- . . Dibutuhkannya investasi besar dan dukungan
= engembangan penuh dari pemerintah daerah dalam
U~5  Infrastruktur . .
pengembangan infrastruktur ekonomi sirkular

Pengembangan kebijakan eco-industrial park pada
kawasan industri

\_
Sumber : Bappenas, Paparan Direktur LH; 10 Oktober 2024




Kementerian

2
Lingkungan Hidup/
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M Lingkungan Hidup

Republik Indonesia

TERIMA KASIH

Direktorat Penanganan Sampah
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